
r507l);

1

^aga negara Republik
ublik Indonesia Tahun
tahun 2009 tentang

ra republik Indonesia
Tahun 2009 tentang
esia Nomcr 4846);

Nomor 61, Tambahan
t    (Lembafatli    Ncgarn

tahun 2008 tentang

Jomor 5^ Tambahan
nik (lembaran Negara
tahun 2008 Tentang

donesia Tahun 1956
Sumatera  Tengah
Kabupaten  Dalam

ahun 1956 tentang

dang Dakar Negara

•enerintahan  Daerah
olaan Informasi dan

langan  sebagaimana

ngkup Pernerintahan
>engelolaan pelayanan
i  yang  berkualitas
mgkatkan  pelayanan

AHAESA

^N SIJUNJUNG
! DOKUMENTASI

NG

r

1 j

Negara Republik Indonesia N(
Indonesia tahun 2009 Nomor
2009 tentang Kearsipan (Lc
Kearsipan (Lembaga Negara P

6.   Undang - Undang Nomor  <
Nomor 5038);
Pelayanan publik (lembaran n

5.  Undang - Undang Nomor 2
Lembaran Negara Republik Inc
Republik Indonesia Tahun 201
Keterbukaan  Informasi  Pub

4.   Undang — undang Nommor
Lembaran negara Republi Indn
Republik Indonesia Tahun 20C
Informasi dan Tmnsaksi Elek1

3.   Undang - Undang Nomor  1
Nomor 25);
(Lembaran Negara Republik
Lingkungan  Daerah  Provm
Pembentukan  Daerah Otonc

2-    Undang-Undang Nomor 12
Republik Indonesia;

Mengingat     :  1.     Pasal  18 ayat  (6) Undang-1
Kabupaten Sijunjung;
Dokumentasi  di  Lingkup
Bupati tentang Pedoman Penj
dimaksud dalam huruf a, pevlu

b,  bahwa  berdasarkan   pertim
Daerah Kabupaten Sijunjung;
informasi dan dokumentasi c
diperlukan adanya pedoman

I                             inform aai   dan  dckument
Menimbang  : a-      bahwa  dalam rangka  m

BUPATI SIJUNJUNG,

'                      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

DI LINGKUNQAN PEMERINTAH KABUPA
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI D

TENTANG

NOMGR^ TAHUN 201
PERATURAN BUPATI SIJUN

PROVINSI SUMATERA BA

V /

BUPATI SIJUNJUNG



ibupaten Sijunjung.

ih Perangkat Daerah di

.tika Kabupaten

UPATEN SIJUNJUNG.

p
Tah

lg-Undg

n Daerah (Lembaran
jn 2015 Nomor 58,
Republik Indonesia

tahun 2005 tentang
i Penyelenggaraan
i negara Republik
t 165, Tambahan
:sia Nomor 4593);
tahun 2012 tentang
omor 25 tahun 2009
nan Negara Republik
ir 215, Tambahan
rsia Nomor 5357);
Indonesia Nomor 61
aan Undang-Undang

Nomor 03 tahun 2017

t Dalam Negeri

ang  Standard

ntang
23

n 2CJ15

^un 2014 : tentang
n Negar ̂  Republik
>r 244, Tambahan
mesia Notfnor 5587),
rapa kalf, terakhir
hJ

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Daerah K
3.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4.Perangkat Daerah selanjulnya disingkat PD adi

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
5.Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dar

Sijunjung.

DILINGKUNGAN PEMERINTAH.KAE

dengan Undang-Undang Norr

Perubahan Kedua Atas Unda
Tahun 2014 tentang Pemerint;
Negara Republik Indonesia T
Tambahan Lembaran Negar
Nomor 5479);

8.Peratutan Pemerinlah Nomor
Pembinaan   dan   Pengawa
Pemerintah  Daerah  (Lemba
Indonesia  tahun  2005  No
Lembaran Negara Republik Ind

9.Peraturan Pemerintah Nomor
Pelaksanaan Undang - Undang
tentang Pelayanan Publik (Lem
Indonesia  tahun  2012  Noi
Lembaran Negara Republik Indc

10.Peraturan Pemerintah Republi
Tahun 2010, Tentang Pelaks?
Nomor 14 Tahun 2008 Tentanf

11.Peraturan Menteri dalam Nege

tentang pedoman Pengelolaan
Dokumentasi di lingkungan k
atau Pemerintah Daerah);

12.Peraturan Menteri Komumkas;

:  22/Per/M.Kominfo/12/20
Pelayanan  Minimal  di  bid
Informatika di Kabupaten / Ko

13.Peraturan Komisi Informasi i

Tentang Pengklasifikasian Info

MEMUTUSKAN :

(Lemba
n  20H
i Republik

bah b(
Lembaran Ne^

Tah
Pe
Undang-Undang Nora



fungsi organisasi serta
masi dan dokumentasi

kan  pengklasifikasian

ra dan / atau badan
asi yang dikecualikan.
yang berada dibawah
:nsi keterangan secara

an yang menggunakan

;kat Daerah sampai ke
igclola Informasi dan
Pembantu selanjutnya

layanan informasi  di
bidang penyimpanan,
lanjutnya disebut PPID

ntasi adalah sekretaris

i penyajian dokumen
mpulan, penyusunan,

lenyelesaikan sengketa
menetapkan petunjuk

berfungsi menjalankan

mtuk bahan Informasi
an,  penyusunan dan

pat dilibat, dibaca alau

ijunjung dalam rangka
lerangan yang dibuat

kan kepada  e eorang

i Kabupaten Sijunjung
i publ k
r forma i PUbhk  erU
tobhk lainnj     e uai

Publ k yang berka tan
an di impan dikelola

elektron k dan  inn
lengan perktmbangin
dibaca yang di aukan
k data  fakta maupun

kategori informasi.
secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan
Klasiilkasi Informasi adalah pengelompokan ink
pengelompokan data / informasi.
informasi  dan  melakukan  uji      konsekui
Tim Pertimbangan adalah tim yang melaki

Pemohon Informasi Publik adalah warga neg;
Penguasaan Badan Publik tidak termasuk Intern
sistematis  tentang seluruh Informasi Publik
Daftar Informasi Publik adalah catatan yang b
Informasi Publik.
Pengguna Informasi Publik adalah orang / bad
Perangkat Nagari.
Dokumeniasi yang berada di Organisasi Reran
disebut  PPID Pembantu adalah Pejabat  Pe
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
lingkungan Kabupaten Sijunjung.
pen dokum entasian, penyediaan, dan/atau p
adalah pejabat   yang  bertanggung jawab  c
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi s
Daerah Kabupaten Sijunjung.
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokum

penyimpanan, pemeliharaan, penggunaari  da
Pengelolaan Dokumen adalah proses  pengu
Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudi
teknis slandar layanan Informasi Publik dan n
Undang-Undang dan Peraturan Pelaksaan, yan;
Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang
Publik.
pencatatan dokumen, data, gambar,dan suara
Dokumentasi adalah pengumpylan, pengolah
didengar.
maupun terekam daiam bentuk apapun, yang da

dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten 

Ak e  Inform si adalah kemudahan yang dibe:

Pelayanan Inform i adalah ja a oleh Pemennta
mlorma  lain vang berkaittn dengan kepentinga
dengan Undang Undang tentang Keterb ka 1^
penyelenggara dan penyelen garaan Badar

dikirim dan/ tau ditenm oleh uatu Bad^n
Intermasi Publik adalah nlorma i an diha ilk

teknolog  nforma l dan komumka i  ecara
daiam berbagai kema an dan format   e uai
pen ela annya van dapttdiiihat dideroar dan
yang mengandung nila  makna dan pe an ba
Informa  adalah keterangan pemyataan gage
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20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10

9

8

7
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at,  benar,  dan tidak
luai ketentuan;
a Pemohon Informasi
ibkan Informasi Publik

uai dengan ketentuan

aai dengan ketentuan

AERAH

yanan Informasi dan
asi  bertujuan  untuk

nformasi Publik antara

Publik anatara pihak

tses    oleh Pemohon
waktu tertentu suatu

lanpada membukanya
nutup Informasi Publik

tentang konsekuensi

eterbukaan  Informasi
Publik sebagaimana

ang tidak dapat yang

yang aku
ualikan sc
gan kepa
tau mener

.ah Daerah

tidak se;

menyesatkan;
b. Menyediakan Informasi Publik

Pubiik, selain informasi yang dikec
yang berada di bawah kewenai

a. Menyediakan, memeberikan dan/a
Pemerintah daerah wajib:

Pasal 5
Kewajiban Pemerin

Bagian Ked

peraturan perundang-undangan.
memberikan Informasi Publik apabik
peraturan pe undang-undangan; dan
memberikan Informasi yang dikecualikan ses

Daerah
tu

erintah Daerah berhak menolak;

Hak Pemerintah
Pasal 4

Bagian Kes
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH I

ncntasi;

neliputi :

rah.
olaan pel
Dokumenl

sengketa I

Informas

dapat di;
renting

bih besar
bahwa me

pengujia

entang  1
Informas

BAB I!

pembinaan dan pengawasan.
pelaporan; dan
standar pelayanan Publik
pejabat Pengelola Informasi dan Doku
klasifikasi Informasi Publik;
hak dan kewajiban pemerintah daerah

^aman Informasi dan Dokumentasi ini

Pasal 3

umentasi di lingkungan pemerintah da
amin tata tertib administrasi penge

(1)

b.

a.

Pem

f.
e.

d.
c.

b.
a.

Ped

Dok
men

Pedoman  Pengelolaan Informasi  dan

Pasal 2

para pihak yang diputus oleh Komisi I
Ajudikasi adalah proses penyelesaian
melalui bantuan mediator Komisi Info
Mediasi adalah penyelesaian sengkeh
Informasi Publik.
Informasi yang dikecualikan tidak

atau sebaliknya.
Jangka waktu pengecualian adalah

dapat melindungi kepentingan yang le
dengan pertimbangan secara seksama

Pengujian konsekuensi adalah adala
Publik.
dimaksud  dalam Undang-Undang
tidak dapat  diakses oleh Pemohon
Informasi yang dikecualikan adalah

26.

25.

24.

23.

22.



ruf a, bers
Pubiik.

(1),  dapat  diperr
in dan dapat diak

nfoi

laksud pada ayar [1]

KLASIFIKASI INFORMASI PUB!

Pasal 6

Informasi Pubiik berdasarkan pengklasifikasian lord
a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkr

1.  Informasi yang wajib disediakan dan diumui

b.Informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Disediakan dan D

Pasal 7

(1)Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
terbuka dan dapat diakses oleh setiap PenggunE

(2)Informasi  sebagaimana dimaksud pada ay a
Pemohon dengan cepat, terpat waktu, biaya ri

. Menetapkan da

Publik atas selu
Menetapkan sta

Publik sesuai t
laporan kepada

.  Melakukan evaWs^ at,LO ^n^..^,, i,i.

Informasi Publik pada masing-masing PD.
'ntuk melaksanankan kewajiban sebagaimana
uruf b, Pemerintab daerah harus membangi

ecara baik dan efisien sehingga dapat diakses d :

dan

ohon

atau
blik
yang

madai  bagi  lay

ksanakan tugas

iiajukan oleh Pem

n  budaya,  dan^

atas Informasi Pt
riiap kebijakan

ara  me

uk mei;
beratan;
an yang

a orang

ertulis s

riayaan  sec

at  PPID un
megajukan ke

negara;

sosial,  eko
uhi hak set

si diseti
Inform;

informa
ayanan

Memanfaatkan

ggarkan  pem

jk, mengangk
si Publik yang
lkan tangga pa

lain: politik,

xt  pertimbangan secara t

Mengan

Menunj
nforma

Member
^ertaha
antara
diambil
Membu



an Gubernur,

nnya sebagai kebijakan
ublik yang dikeluarkan

yang berlaku; dan

^ngsung dengan hak-

a didik pada PD yang

lingkup PD berupa
i elah maupuni sedang

Publ

4. Dafta

Ringkasan laporan akses Informasi Publik m
1.Jumiah permohonan Informasi Publik ya
2.Waktu yang diperiukan daiam memen

Informasi Publik
3.Jumlah permohonan Informasi Publik

sebagian atau seluruhnya dan permol

yang ditolak
Informasi lain tentang Peraturan Daerah
Keputusan Gubernur atau produk hukum ia
yang mengikat dan / atau berdampak bagi
Pemerintah Daerah;
Informasi tentang hak dan tata cara meirq

keberatan,  proses  penyelesa.

ii dengan slandar akuntans

2.Neraca
3.Lapora

misili beserta aiamat
dan tujuan, tugas dan

iap satuan kerja, profit

I. Negara yang wajib
rifikasi dan dikirimkan

i/atau kegiatan yang

i kegiatan serta nomor
abungi

an secara  berkala
ingka I, dilakukan

singkatpejaba'
3. Laporan harta kekayaan bagi pejaba

melakukannya setelah diperiksa dan divi
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke P

b.Ringkasan Informasi  tentang program da
sedang dijalankan dalam lingkup PD meliput
1.Nama dan program kegiatan
2.Penaggung jawab, pelaksana program da

telepon dan / atau alamat yang dapat dih
3.Target dan/ atau capaian program dan k
4.Jadwal pelaksanaan progam dan kegiata
5.Anggaran program dan kegiatan vang

jumlah
6.Agenda penting terkait pelaksanaan t
7.Informasi khusus lainnya yang berk;

hak masyarakat
8.Informasi tentang penerimaan calon pescr

menyelenggarakan kegiatan pendidikai
c.Ringkasan Informasi tentang kinerja d;

narasi tentang realisasi  kegiatan yan^
dijalankan beserta pencapainnya;

d.Ringkasan laporan keuangan meliputi:
1. Rencana dan laporan realisasi anggara

2. Stn

Paragraf 1
Informasi yang wajib disediakan dan Diumumk

Pasal 8

Informasi yang wajib disediakan dan diumi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf
paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

1. Informasi tentang kedudukan atau d
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksui
fungsi PD beserta unit-unitnya;



lupati ini.
ialam lampiran 1 yang
mana dimaksud dalam

im bahasa yang mudah
, disampaikan dengan

n / atau dampak yang
atau pihak-pihak yang

:adaan darurat terjadi;
irtiban umum;
informasi yang dapat

enang;
timbulkan;
n darurat terjadi;

ing dapat ditimbulkan;

1 pada ayat (1) harus

raasyarakat, dan

dan teror;

:rbahaya, penccmaran
irti kegagalan mdustri
a, dan lain sebagainya;

tensi tsunami gunung
melipuli:
ketertiban umum

a merta sebagaimona

akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
8, yang dilakukan oleh setiap PD teroanlum

publik sebaga

10

rakat dan dal
pada ayat (1)

ngi bahaya da
leh PD dan /

nasi apabila k
anyak dan ke
engumumkan

: penyampaian daftar informasi

Pasa

pahami.
ra yang mudah dijangkau masya
formasi sebagaimana dimaksud

berwenang dalam menanggula
upaya-upaya yang dilakukan c

tatacara mengumumkan infor
megancam hajat hidup orang b
pihak -  pihak yang wajib m
cara mendapat bantuan dari pihak yang berw

ampak.yangd
apabila keada
erkena dampa
ran dampak y
n form a si yaitu
ana dimaksu
itas publik.

ar masyaraka

tri,  limbah b
ion alam sep
adian anfariks
hama penya

lam seperti p(

cara menghindari dan / atau d
prosedur dan tempat evakuasi
pihak - pihak yang berpotensi
potensi bahaya dan /atau besa

emenuhi standar pengumuman

up
d
na

d
c

Ir

h

g

f.
c
d
c
b
a

m

Penyampaian Informasi sebagam

rencana gangguan terhadap ut

berpotensi menular;

s^sial.nt.rketompoka.au.nt

lingkungan dan lain sebagainy
alau leknologi, dampak indu
informasi mengenai bencana
wabah, kejadian luar biasa, kej
meletus tanah lonsor, banjlr,
informasi mengenai bencana a

brmasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) ,
g banyak dar
angka 2, mcr
i secara ser

9

pal mengancam hajat hidup ora
maksud dalam pasal 6 huruf a
brmasi yang wajib dinmumka

8   J     Pasa

f.

b

In
d
d
In

pas

Fort

(4)

(3)

2)

1)

tau pelanggaran yang
acrah maupun pihak y^
emerintah Daerah;



8

dan perlindungan dari
igganggu  kepentingan
an diberikan kepada

sarana,  dan/atau

upan penegak hukum

i penanganan segala

dk  dan   a  ko ba l

a  p      p   g k n

k  d pada
d  g n

s  d  k
dnak dda   Pa 1

penyelesaian sengketa
buka bagi masyarakai

n yang dilaporkan oleh

nan Informasi  publik
nformasi Publik yang
ormasi  Publik  yang

Daerah;

an publik;
bijakan yang mcngikat
n Bupati, Keputusan

a terkait yang lidak

ana dimaksud dalam '

Saat

persaingan usaha tidak sehat;
perlindungan hak atas kekayaan intelektua
pemohon   Informasi  Publik dapat  me

b. Informasi  Publik yang apabila dibuka
prasarana penegak hukum.

5. Membahayakan  keamanan  peralatan
dan/atau keluarganya; dan/atau

4, Membahayakan keselamatan dan kehit
bentuk kejahatan tradisional;
berhubungan dengan  pencegahan  da

3. Mengungkap data mtehjen krimmal dan
yang mengetah  ada  a   dsik p d

2. Mengungkap d  t: a    o n n    p
pidana;

hukum, yaitu in rm  ang dap
Pemohon Informa  Pib k   p   n n har

a. Informasi  Publ   ang ap b
meiiputi:
Informasi Yang dik    k    eb g m na  i

6 huruf b, merupak   n  m    g  d k
Informasi publik yang d k  ahka    b g    n.

P a

Paragraf 1
Informasi yang dikecualikan

Bagian ketiga

berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
Inforaiasi Publik lain yang telah dinyatakan te
masyarakat serta laporan penindakannya;

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggara
penindakannya;
dimiliki beserta kualifikasinya, anggaran lay;
dilaksakan, sarana dan prasarana layanan 1
Informasi  mengenai  kegiatan pelayanan li

Agenda kerja Pemerintah daerah;
Informasi tentang organisasi, administrasi, perso
dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan ba
Bupati atau produk hukum lainnya sebagai ke
Informasi t.entang Peraturan Daerah, Peratun
termasuk Informasi dikecualikan;
Daftar informasi Publik pada PD /  Unit  Ke

al 6 huruf a angka 3, meiiputi:
omasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaii

Pasal 11
Informasi Yang Wajib Tersedia setiaj

Paragraf 3

(2)

(1)

h.

g-

f.

d.

b.

Pas
Inf



apabila dibuka dan

Lksud dalam pasal 12,
publik sesuai dengan

dan rekening bank

dengan   kapabilitas,
lan seseorang; dan

ing yang berkaitan

au  intra PD, yang

berdasarkan Undang-

aengungkap isi fakta
^khir ataupun wasiat

;a  bank,  pinjaman
pendapatan daerah

n diberikan kepada
;kap kekayaan alam

penegakan hukum sebagaimana dimaksud d^
huruf a ditetapkan paling lama 30 (tiga puiuh] tf
Jangka waktu pengecualian sebagaiman
dikecualikan jika Informasi Publik tersebut

yangingka waktu pengecuaiiai

irmasi Pubiik yang dikecualikan sebagaime
-upakan Informasi yang tidak bisa diakse
mtuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jangka waktu pengect

Informasi atau pengadilan; dan
Informasi yang tidak boleh diungkapkai
Undang.

Hasil-hasil    evaluasi    sehubungan
intelektualitas, dan rekomendasi kemai
atau
Catalan yang menyangkut pribadi se^
dengan  kegiatan satuan pendidikan
pendidikan non formal.

pendapata
sikis

3. Kondis

Publik yang apabila dibuka dapa'
otenlik yang bersifat pribadi dan kemauan 1

Informasi' publik yang apabila dibuka

mengungkap rahasia pribadi, yaitu ;
1.Riwayat dan kondist anggota keluarga;
2.Riwayat,  kondisi dan perawatan, pengt

sing.

Ink

1.Rencana awal pembelian dan penjualar

atau asing, saham dan aset vital milik dae
2.Rencana  awal  perubahan  suku  bu

pemerintah, perubahan pajak, tarif da
lainnya;

3.Rencana awal penjualan atau pembeliar
dan/atau

gikai InforPem



10

mkan atau

In forma si

ing dihita
iib member
engaburan

.ebagai Informasi yang
antum dalam Pasa! 12

19 ayat (2)

n Pengujian
ebagaimana

klasiflkasi

n peraturan
ebagai mana
tar PD atau

pemndang-
an jabatan-

an tertulis;

an ayat (2)

lalam Pasa

berdasarka
ualikan  s

mengubah

berdasarka
icualikan s
it-surat an

jeraturan

enang dais

n persetuji

a al (1) d

an untuk perlindungan
(2) huruf f
asia pribadi
r diberikan

^-undangan
sal 12 ayat

1 12 ayat
apkan Rah
dibuka dai

perundan
d dalam Pa
apat mengungkapkan

dibuka dan

sal 12 ay at
ngan dan

ng apabila

ang-undang
d dalam Pa
n  pe Hindi

gganggu  kepentingan
in diberikadibuka d

dikaburkan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), PPID wa
Dalam melakukan  penghitaman  atau  y

dikecualikan.
scbclum menyatakan suatu Tnformasi Publik
dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana tcr
Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud

Pasal 20

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
Konsekuensi.

PPID atas  persetujuan alasan PP1D dapat
Informasi yang Dikecualikan
Pegubahan  klasifikasi  Informasi  yang J)ike

Pasal 19

undang- u n daugan.

aksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g ditetapkan
a PD yang berkaitan dengan Informasi yang Dik
gka Waktu Pengecualian memorandum atau sui

Pasal 18

undangan
abat n publik  esuai dengan ketentuan

b  Pengun'kapan berk itan den an pis   ei

a  Pihak yano rahasian a diungkap memtienk;
dapat dibuka ika
Intorma i Publik sebagaimana dimaksud pada
rahasia pnbadi e eorang
ditetapfan elama jangka waktu yang difautuhk
e cor^ng sebagaimana dimak ud dalam Pis,

kepada Pimohon Iniormasi Publik dapat m ngu
langki W iktu Informa i Publik wng aptbite

(2) huruf t   ditetapkan berda  kan peraturai
kekayaan alam Indone la  ebagaiman dimak i
dibinkan fepada Pemohon Informa: Publ k
Jangka Waktu Pengecualian Informa i Publik y;

Pasal 16

mruf b ditetapkan berdasarkan peraturan perund
saingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksi

(2)

(1)

(2)

•     (1)

per
din
bit
Jar

(3)

(2)

ID

(2)
per

perlindungan hak atas  kekayaan intelektual df
a  Pemohon  Informasi   Publik  dapat    men
gka Waktu Pengecualian Informasi yang apabil

Pasal 15

pad
Jan



Umum/Dikecualikan
) huruf a, mempunyai

asi yang dikecualikan

ik dan Dokumenlasi,

Umum/dikecualikan;

labis Jangka Waktu
ig dapat diakses oleh
i PPID.
dilakukan paling lama
irnya Jangka  Waktu

pada ayat (2) tidak
Informasi Pubiik pada

id dalam Pasal  1
si  oleh Bupaii ata

1)   Tim Pembahasan K a fka
sebagaimana dimak d
tugas sebagai beriku
a.melakukan uji k  s k

untuk selanjutn a d
b.membahas,  mekan dan memut

Pertimbangan Klasilnp    l ttingsi sel
a.pengambilan kep   a  eh dap sengketa
b.pcnyelesaian masalah lainn^a,

ian Keput

nasi  Dab
25 aya'

Pa a

iliannya menjad
Pemohon Informasi Publik dengan penetapan da

(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayal (1
30 (tiga puluh) hari  keija sebelum berakt
pengecualian.

(3)Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksuc
dilakukan, Informasi yang Dikecualikan mcnjad
saat berakhirnya jangka Waktu Pengecualian.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DC

Bagian kcsat
Pembentukai

Pasal 25

1)Dalam pcngelolaan pelayanan informasi Pub
dibentuk:
a.Tim pertimbangan Klasifikasi Informasi Da
b.PPID; dan
c.PPID-Pembantu.

2)Pembentukan Tim P fmbangan dan PPID
pada ayat (I) huruf a    n h ru b ditetapkai
Keputusan Bupati Sng

Bag a  K du;

eliih
i Publik yi.

Pasal 24

yang  Dikecualikan yang(1)  Infon
pengs

:anisrae pengecualian Informasi Publik
sal 12, tercantum dalara lampiran II yang
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Negara

dengan

'PPID-

serta

yal (!),

eh dari

berikan Kepada

lalikan sesuai

i rmasi  kepada
i PPID-Pemban
in,  pelayanan
t Kerja;

lalam pasal 25

lik yang dipero
t Kerja; dan

laksud pada ayat (1)

Publikonan Tnformasi
yang dikabulkan baik

ohonan

sifikasi
untuk

s  oleh

^emberi

bahan

iruf  b,

asi;

nasihat

nentasi

vat (l)

j jaw^ib
dijabat

ihi setiap perm
ima;       i

nencakup :   j

embahasan kl
dikecuaiikan

untuk 'diaks
umentasi;

liakan dan n

i pengumpuian

:5 ayat  (1)  h

slayanan inform

rah sebagai pe

enyimpan doku

naksud pada a
atasan PPID.
ang bcrtanggun
yat (1) huruf b

yang d
^an dan
g Dikec

taan  In
^si denga
pengelola
ri PD/Un

maksud

nasi Pub
i PD/Un

mana dil
ik.

perraob
Publik

memen

ang dite
asi yang

Tim P
si  yang

umentas

dar Dok
si Publik

menye

laporkan penyalahgunaan Informas
uan peraturan perundang-undan
ak memberikan Informasi yan

en

no

ndelegasikan pemenuhan permir

oordinasikan  pengumpuian,
ta dan memperoleh informasi d^

"g

empunyai wewenang;
aksanakan tugas sebagaimana d

Pasal 29

PD/UmtKerja.
aataan, dan penyimpanan Infor
ighimpunan Informasi Pubiik da

nelaksanakan fungsi : '
melaksanakan tugasnya sebaga
Alasan penolakan Informas: Pub
yang ditolak; dan
se bagian atau seluruhnya dan
Turn I ah permohonan Informas
Informasi Publik;
Waktu yang diperlukan dalam
Jumlah permohonan informasi

mbuat lapor^in pelayanan inform
ormasi Data Umum/Dikecualika
akukan  uji  konsekuensi  oleh
lakukan  inventarisasi  inform
syarakat;
nyediakan informasi dan dok

Pe
Pe

RI
M
ke
M
Pe
Me
pe
Me
Me

e.

d.

c.

b.
a.

PPID m
am

b.
a.

PPIDr
am

3.

2.

1.
Me
In
dil
Me
m^

Me
Melakukan pemutakhiran Informas

lakukan verifikasi bahan Informa
Hyanan informasi kepada publik
nyimpan, mendokumentasikan
ormasi dan dokumentasi dari PD
ngkoordinasikan dan mengkonsolidasika

Pasal

sebagai p

riat Das

sebagai y

man di

i selaku
matika j
sala 25

Me
pe

Me
inf
Me

mpunyai tugas :

sebagamana  dimaksud dalam

las Komunikasi dan Informatika

Pasai 2S

cum dan penyelesaian sengketa;

gia'n Hukum dan HAM Sekreta

as Perpustakaan dan Kearsipan
u oleb :

pelaksaan Wgas PPiD sebaga
Bupati melalui Sekretaris daera

Da

g.

r.

e.

d.

b.

PPID

Di
hu
Ba

Di

c.

b.

a.

dibant
am

ad
Da
kep
oleh kepala Dinas Komunikasi dan Info

ebagaimana dimaksud daiam PaD sPP

Da

(2)

di

2)

1)
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anan

yang
uses

masi

if c,

sing

(ri

ntuk

pada

akat.

oleh

iberi

pelay

n  PD
mia  p

n infor

1) hur

ing-m
dan

a aya

atas

runga

rat a

liling

•hadap  su
ntuan

ohoni

ayat

ngPD

d pad

ecualikan  u

but ke
masya

akses

men

jlan bahan

uf c,

oleh
oleh

g di

(l)hur

apkan
bantu

Bagia

Bidan

(1) meiekat

dan
uf c,

Publik
l)hur

oleh

uk d
tasi;

n  dar

gump

kete
pem

1 25

k pa
Mas

aksu

Dik

rma

ukan

un

imen

iaka

per

sal 25 ayat

ditct
(1!, d

pada

pada

i ayat

yan

tiatar

iatar

pad

n Inf
al 25 ayat

informasi dari PPID-Pembantu kepada PPID.
2.  Kepala PD menandalangam laporan keb

dilaksakan oleh PPID-Pembantu;
penge tolas n  Informasi dan Dokumen f  asi

1. Kepala PD bertanggung jawab penuh tc
yang diketahui/disetujui oieh kepala PD, dengan
Memberikan pelayanan Informasi dan merolak

mpunyai kewenangan untuk:

a.

me

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pas;

Pasal 32

b.  Penataan dan penyimpanan Informasi Publ

PD

a. Pcnghimpunan Informasi Publik Pada Masinj
PPID-pembantu mempunyai fungsi:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana din

disampaikan kepada PPID.
g.  Melakukan  inventarisasi  Informasi  yang

PPID; dan
dan menyampaikan laporan permohonan Ini

f.   Melayani permohonan Informasi yang dilak
masyarakat;

e.  Menyediakan Informasi  dan dokumentasi
d. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dok
c.  Melakukan verifikasi bahan Informasi Pubtik

pelayanan informasi kepada publik;
b. Meny impan,  mendokumentasikan,  menye

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasika
mempunyai tugas:
PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pa

Pasal 31

pimpinan pada masing-masing PD
pelaksana Pembantu Teknis dan Adrninistrasi
PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada
e.  Pemerintahan Nagari beserta unsur;
d. Kepala UPT;

lingkungan Sekretariat DPRD;
c.  Kepala Bagian yang membidangi kesekreta

lingkungan sekretariat Daerah;
b. Kepala Bagian yang membidangi kesekreta
a. Sekretaris pada PD;
kepada jabatan :
Jabatan PPID-Pembantu sebagaimana dimaksuc
Dokumentasi pada setiap PD.
dibentuk untuk membanlu PPID dalam pelayana
PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada pa

Pasal 30

(2)

(ri

(3)

(1)

(1)
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"Lg

k-

si
^n

ak
al

b
.id

la

8

ia

si
at

perm oh on
ormasi ya

dur
n In

ohonan

bagian d

pada pi ha

jadi

at k

yang  berpoter
at perjanji

sarana d
pihak-pih
d pada ay

npa  adan
yang mud
la dimaks

akat.

situs res
ara  berka

lam Pasal

an

aksud pa

an In form^
cara melih

PengadiL

I

pros

sela

Perm

; mer

dam

atan

au membu
rura

>ada
akst

ta

an da
yedia
at ke
a din

iakar
an bahasa

asya
alui
sec

id d

mum

sebag

lehm
n me

nkan

maks

Pengu

imana din

salin
gan

si  d

tkan
ik de

udika

s  oleh pubiik meiaiui
yang beradan pada PD

Pasal 37
Informasi Publik Melaiu

Bagian Ketiga

ormasi keadaan darurat
a dan prasarana yan
si terkena dampak; dan
sedur evakuasi keadaan

terhadap  suatu  keg
memberikan izin dan/a
r luasan informasi kead;
na dampak serta me
evakuasi keadaan daru

an informasi sebagaima

g  tepat  dan  disamp
kan dengan menggunak
umumkan serta merta

Pasal 36

an yang mudah diakses

sediakan  dan  diumu
Pasal 35

formasi sebagaimana d

Pasal 34
nformasi Publik Melalui

Bagian kedua

Informasi Publik scbag

nformasi serta mendap
mperoleh Informasi Put

Pasal 33
Umum

Bagian Kesatu

si Publik.
cualikan dapat  diakse

Informasi Publik

Standar Layanan

penyebar luasan inf
Menyediakan sarar
pihak yang berpoten
Mengumumkan pro

gan  pihak ketiga
yang berwewenang
sarana bagi penyeba
g berpotensi  terke
mengenai prosedur
wajib mengumumk

undaan.

rut

b.

^C

de
PD
pra
ya
(ri
PD
pe

di pah ami, media ya;
am Pasal 9 diumum
ormasi yang wajib c

u papan pengumum
mana dimaksud da
si  yang  wajib d

y mengumumkan Ir
a!9.

Standar Layanan

Permohonan.

t (1) melalui;
wajib memberikan

da
Inf

Info
Dik
Sell

(3)

(2)

(ri

dan/ats
gaiseb^

Info

PD waj
dan Pas

b.

aya
PD
Publik.

/atau mengetahui
ap orang berhak me

STANDAR PELAYANAN P1JBLI
BABV

Informasi.

PPID melaksanakan

da
Set

apabila terjadi sengketa
dikasi di Komisi 1Aju

Ber

(2)

(ri

b.
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nformasi Publik

erpisahkan dari

^ online dengan
n Bupati ini.

man

tidak
>adaa

secar

eratur

m dalam lampiran VI
a tidak tertulis
mohonan.

Lkan    aplikasi

s  sebagaimana

n tidak tcrpisah
dalam iampiran
m kelengkapan
asi sebagaimana
mana dimaksud

mengajukan ke
rasai oleh PPID
ngirim surat.
aka PPID akan
ud pada ayat (2]

si,   dan  Akta

•te Lent uan  bagi

sarkan  setclab

mana dimaksud
hkan.
n tidak lertulis,
mana dimaksud

ilir per
tertul

nanfaa
kukan

tertul

i bagia
intum

notion
Inform
>ebagai

uhkan
mohon
k dik
gan mf

lik, m
limaks

ganisa

ngan

berda
antara

ebaga
dibutu

maupu

ebagai

atatan Permoh
register permohonan.
mengkoordinasikan penc

Pasal 40

Jpakan bagian
mna dimaksud
nformasi Publik
pisahkan dari 1
yat [I) tereant
nformasi Publi

atat dalam form
secara  tidak

dengan    me
(1) dapat dila
secara  tidak

al 39

yang merupaka
da ayat (3) fore

ran Bupati ini.
l^mpiran VII yang men

nfaatkan aplikasi sebagain
nekanisme permohonan
nerupakan bagian tidak te
imana dimaksud pada a

•nekanisme Permohonan

dalam
PP1D

perati
dalam

Alur
yang

sebag
Alur
dimaksud diat&s harus tetap die

lonan Informasi  Publik
junjung.go.id;

Permr
ppid.s
maupun   secara    online

sud dalam pasa! 33 aya
aonan  Informasi  Ffoblik

Pa

dimak
Permo

dari Peraturan Bupab ini
npiran IV dan lampiran V
ebagdimana dimaksud pa

III, la
data
dimaksud pada ayat (2) serta Format Sural Per

.ir Permohonan
formasi Publik
masi yang dibu
arankan agar P
ng diminta tid

pada ayat jl) dan Format Formu
nekamsme pcrmohonan In
n yang terkait dengan info
PPID menjawab dan meny

hal Informasi Publik ya
ta kelengkapan data kepada pemohon den

Inforraasi Pu
n sebagaimana
,embaga/Organ

an  lemba ga/o

Penduduk, dt

-nasi;
outuhkan;

g  telah  diisi

dipenuhi oleh Pemohon
a Dokumentasi persyarata
laris/Surat Pembentukan
nda  Penduduk  pirn pin

lampirkan Kartu Tanda
Cam mendapatkan salina
Cara memperoleh Informs
Tuiuan penggunaan Infer
Rmcian informasi yang di
Norn or telepon/email;
Pekerjaan;
Alamat
Nama;

Nomor pendaftaran  ya

secara tcrt .ulis
uai bidang yanf
secara tertulis
secara tertulis

al38

yat (1) , sebagai berikut :
ur pengajuan permohonan
an langsung pada PPID ses
Pasal 37 dapat diajukan
jr pengajuan pcrmohonat

Pas

Alur r
PD lai
maka
Dalam
memi
belum
Apabi

No

pe

b. M

9.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

a. Me
pada a
Prosed
diajuk
dalam
Prosed

(1)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

2)

1)



lengajukan keberatan

alinan Informasi, PPID

maksud pada ayat (6)
pakan  bagian  tidak

formasi Publik yang

Publik ditolak;
. pemberian Informasi;

lain;
m. Alasan penolakan bila pqrmohonan Informaf
n. Hari dan tanggal pemberitahuan tertulis sen
o. Biaya; dan
p. Cara pembayaran untuk mendapatkan

7) Format register permohonan sebagaimana d:
tercantum dalam lampiran IV yang mei
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1)Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermak
mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:
a.Memberikan akscs bagi Pemohon untuk n

yang  dibutuhkan  d item pat   yang  mem
dan/atau memeriksa informasi Publik yang

b.Memberikan aiasan tertulis apabila permc

c.Memberikan Informasi tentang tata cara
beserta formulirnya bila dikehendaki.

(2)Dalam hal pemohon Informasi Publik meminta
wajib mengkoordinasikan dan memastikan;

wah kewenangan PD
kepada

si ingin

nenyarankan

ib

ah

emohon Informa

inta berada <
atamenolak

n inform
ncatat apak

ih ftat apak

ng din-

"ima,
patka
jk m
sukai

nformasi ya
ntuk mene
atau mend

nasi yang d
mendapatk
nasi untuk

n bila
usan i

neliha
permc

t infon

inforr

PD lai
Keput
ingin
Jenis
Forma
melih
Status

1.

k.
•

bukti  pern

daayat(l)merr

dnkan bagi PD untuk
igsung, PPID wajib
pemohon bersamaan

(6)

(2)PPID wajib memastikan formuiir  permohonai
nomor pendaftaran sebagai tanda bukti  pen

diserahkan kepada Pemohon Informasi PubLiI
(3)Dalam hal permohonan Informasi Publ k di

elcktronik atau pemohon datang langvung I
pemberian nomor pendaftaran pada saat permo1

(4)Dalam hal permohonan Informasi Publik dilaki
faksimile atau cara lain yang tidak memung
memberikan  nomor  pendaftaran  secara  1

memastikan nomor pendaltaran dikirim kepac
dengan penginman Informasi Publik.

diberikan nomor  pendaftaran  sebagai  U
Informasi Publik.
Register permohonan sebagaimana dimaksud
a.Nomor pendaftaran permohonan;
b.Tanggal permohonan;
C-   Naraa pemohon;

d.Alamat;
e.Pekerjaan;
f.Nomor kontak;

g.Informasi publik yang diminta;
.Tujuan penggunaan infer



atkan Informasi Pubiik

Informasi Publik yang

iberikan karena belum

kan baik sebagian atau
kukan,  PPID  wajib

in a dimaksud pada

an untuk diberikan
ran diiakukan, PPID
iformasi Publik yang

gan jangka waktu yang

ditolak,  PPID wajib
maan dengan  Surat

,u i pada ayat (5) paling

.nta

ulis yang mtrupakan
iblik.

h pcnguiasaannya atau

irmasi Publik beriki

in Informasi ditolak;

lengajukan keberatan

foagaimana dimaksud
elengkapi persyaratan
uruf a paling lambat 3
ik diajukan.
si Publik sebagaimana
n register permohonan

a.Pemohon Informasi Publik memiliki akse!
Publik yang dibutuhkan di tempat yang
dan/atau memeriksa Informasi Publik yan

b.Pemohon Informasi Publik medapatkan
dibutuhkan;

c.Pemberian alasan tertplia apabila permohi n

dan
d.Pemberian Informasi  tentang tata cara

beserta formulirnya biia dikehendaki.
(3)PPID memastikan Pemohon Informasi Publik

pada ayat (1) dan ayat (2]  dibantu dalam i
sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 38 ayat (2)
(tiga] hari kerja sejak permohonan Informasi Pu^

(4)PPID memastikan permohonan pemohon"  Inforn

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4Q.

Pasal 42

(1)PPID wajib memberikan pemberitahuan tet
jawaban PD atas setiap permohonan Informasi I

(2)Pemeberitahuan tertulis sebagaimana dimaksuc
a.Informasi Publik yang diminta berada dibaw

tidak;
b.Pcmberi tahuan kepada PD yang menguasa

dalam hal Informasi tersebut tidak dibawah
c.Menerima atau menolak permohonan In

d.Bentuk Informasi yang tersedia;
e.Biaya dan cara pembayaran untuk menda

yang dimohon;
f.Waktu yang butuhkan untuk menyediakar

dimohon;
g.Penjelasan atas penghitavnan/pengbui

bila ada; dan
h. Penjekasan apabila informasi tidak dapat (

dikuasai atau betum didokumentasikan.
(3)Dalam hal Informasi Publik yang dimohon dibe:

seluruhnya  pada  saat    permohonan  dil
menyampaikan pemberi tahuan tertulis sebag

(4)Apabila Informasi Publik yang dimohon, dipu
baik sebagian atau seluruhnya pada saat pem<
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis da
dimohon kepada pemohon Informasi sesuai det
diatur dalam peraturan Bupati ini.

(5] Dalam hal Permohonan informasi Publik
menyampaikan pemberitahuan tertulis bert

Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonat
(6)  Surat Keputusan PPID sebagaimana dimaks

sedikit raemuat:

b. Nama;



la ayat (1) dapat

ayat(l)ditujukan

Publik;

Publik;

masi Publik apabiloa
Publik berupa biaya

Pasal 44

(1)Pemohon Informasi Pubiik berhak t
alasan sebagai berikut:
a.Terdapat penolkan atas permohonar
b.Tidak disediakan Informasi berkala;
c.Tidak ditanggapinyan permohonan I
d.Permohonan Informasi Publik ditanggapi tide

e.Tidak dipenuhinya permohonan Info
f.Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g.Penyampaian Informasi Publlik melt

dalam peraturan Bupati ini.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pa

pada Atasan PPID melalui PPID.
(3)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pa

dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihi

(10]  F

tercantum dalam lampiran VIII danlampirar
tidak terpisahkan dari Peratturan Bupati ini

Bagian Keempat
Biaya

Pasal 43

Biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman
dibutuhkab dibebankan kepada Pemohon Info
fotocopy, CD dan kurir/pos.

(7)P
Ii
h

(8)D

e.Nomor telepon/faksmifo/email;
f.Informasi yang dibutuhkan;
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atau kuasanyan yang

d pada ayat (1) Paling
an.

aksud pada ayat (31

anda terima pengajuan
nformasi Publik yang

neratan  sebagaimana
gajuan keberatan.

Publik yang

ang diisi oleh

^g mengajukan
^ajukan keberatan;

blik

adan ayat (1) paling

registrasi  pengajuan
ik mengisikan formuiir
i  yang  mengajukan
ara tidak tertulis, PPID

gisi formuiir keberatan

n sumber daya yang
i yang efektif  dalam

an keberatan disertai

1

usan atasan PPID;
n pengajuan keberatan;
n penggunaan Informasi;
lasi Pubiik yang diminta;
r pendaftaran informasi Publik;

h. Kepu
g.  Aiasai
f.   Tujua
e.  Inforn
d. Nomo

mengajukan keberatan;
c.  Identitas pemohon Informasi Publik dan/
b. Tanggak diterimanya keberatan;

r registrasi pengajuan keberatan;

gister keberatan sebagaimana dimaks
catat keberatan daloamregister keberat

Pasal 47

uran Bupati ini.

ormulir keberatan sebagaimana din

an keberatan atau kuasanya sebagai t
pada ayat (3) kepada Pemohon I

lbmembenkan salinan formuiir  kl
dan tangan petugas yang menerima pe

a. Nomo

sedikit m
Format r
PPID men

dari Pera

Format
keberatan
mcngajuk
dimaksui
PPID wa
j.    Nama

mengajukan keberatan; dan
dan tanda tangan Pempohon Informasii.  Nama

[petugas;
pemberian tanggapan atas keberatan
posisi permohonan Informasi Publik;
pengajuan keberatan;

as kuasa Pemohon Informasi Publik ya
as Pemohon Informasi Publik yang mei
i penggunaan Informasi Publtk;
pendaftaran permohjonan Informasi P
registrasi pengajuan keberatan;

keberatan sebagaimana dimaksud %

dan kemudian memberikan nomo
atau pihak yang menerima kuasa unt
m bantu  pemohon  Inform asi  Publ
pengajuan keberatan disampaikan sec

h. Waktu
g.  Kasus

f.   Alasar

e.  Identi
d. Identi
c.  Tujua
b. Nomo

a. Nomo
sedikit me
Formuiir
keberatan

keberatan
wajib  m
Dalam ha
yang disediuakan oleh PPID.

keberatan dilakukan dengan cara mer
Pasa! 46

Registrasi Keberatan
Bagian Keen am

keberatan sesuai dengan kemampu

Pengajuar

dimilkiny

PPID dapat  menggunakan sarana komunikas
ana, alamat.dan nomor konta PPID.
y  mengumumkan tata cara pengelola

Pasa! 45

dengan ns
PPID waj

(2)
(1)

(5)

W

(3)

(2)

(1)

(2)

(1)



^ berkala sebulai

makan sebagai bahan

ibulkan haik sebag
ing ditolak

laporan kepada PPID

agaimana dimaksud
i dalam lampiran XI
n Bupati ini.

atas  keberatan yang

berikan sebagian
im hal keberatan

i dimaksud pada

bagaimjana dimaksud

^itnasi Publik yang
uasa paling lam bat

keberatan  dalam

ayat (1) paling sedikit

huruf d-

(3)  PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis s
pada ayat (1) pada saatnya ditetapkan kepuiusa:

Pasal 49
Format Alur mekanisme pengelolaan keberatan r
dalam Pasal 46 samapai dengan Pasal 48, tercant
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perati

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 50

(1)PPID-Pembantu berkewajiban menyampaifean
secara berkala dan sesuai kebutuhan, meiiputi;
a.Jumlah permohonanlnformasi Publik yang di
b.Waktu yang dipcrlukan dalam memenul

Informasi Publik;
c Jumlah permohonan Informasi Publi yang dil

atau seluruhnya dan permohonan Ink
d. Alasan penolakan Informasi Publik.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] di^
laporan PPID kepada Bupati melalui atasan PPID

Pasal 51

PPID melaporkan hasil pelayanan Informasi Publik
sekali (bulanan) kepada Atasan PPID.

(1)Atasan PPID wajib membeukan tanggapan da!
tertulis yang disampaiakan kepada Pemohonan
mengajukan keberatan atau pihak yang menerir
30 {tiga puiuh) hari sejak dicatatnya penga;
register keberatan

(2)Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pads

a.Tanggal pembuatan surat tanggapan atas kel
b.Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c.Tanggapan/jawaban tertulis  atasan PPiD
diajukan;

d.Perintah atasan PPID kepada PPID untuk
atau seluruh Informasi Publik yang diminh

i pelasanaan perintah sebagai

Bagian Ketujuh
Tanggapan atas keberatan

Pasal 48

iksud pada a
g  dipersiapka

i. Hari dan tanggal pemberian
j. Nama atasan PPID; dan
k. Tanggapan Pemohon Inform^
Format Register keberatan se
tercantum dalam bentuk for
pelayanan / helpdesk PPID Utar



21

g
18

lung

kan

lalui

018 NOMOR ^1-

JSW1R ARIFIN

dto

di Muaro Sijunju
al i^ ^ îMib^^' 2C

ATI SIJUNJUNG,

ngundangan Pera
lupaten Sijunjung

langkan.

iijunjung, dicabu

agai PPID melak

dilakukan  mem
Lg  berupa pembu
rmasi Publik.

1

Pemhina Tk. 1/ IV.b
Nip. 19710705 199803 1 011

wANDRNfAHRIZAL. SH

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2

ZEFNIHAN

dto

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal M (5foH*-r-      2018

Y

Ditetapkar
pada tang

BUP

Bupati ini dalam penempatan dalam berita daerah Ka

Peraturab Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diun

Pasal 54

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pera
Nomor 79 tahun  2014 tentang Pedoman Pcngr
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

(1)  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se
pembinaan terhadap PPIDPembantu disetiap PD;

(2]  Pengawasan  pelayanan  Informasi   Publik
pcngawasan atasan langsung secara berjenja
laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan Inf

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASA

PASAL 52
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..^^i^TNi,'

anAahun)          j

bardcDpy^softcopy) **"

nAnencalal ••*

LIK
KOMINFO

if fl j i tn ^ ^  I'cid      ^^^^

G        ^
RORANGAN)

RAHUPATEld SIJUNIUNG
DI LINGKUNCAN PEMERINTAH
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEDOMAN PENGELOLAAN

^V  TAHUN20IS
1UPATISUUNRING

•*•     Corel  yang l idak periu

*•      Pilih saiah salu dengan member,  landa (si)

•         Diisi  olek petugas berdasarkan nomor registrasi  pcrmohonan Informa^i Publi

••-(langga^ ^bi

ngspg.

salinan informasi  (

baca Imendengarlu

/PPID-2018
INFORMASI P1JL

Kelerangai.:

Nama ^Tanda Tangan

Petugas pelayanan 1 nformasi

.(tempal),

4. Q E-mail

;nformasi                               2  ^Kyr.r

Cara medapatkan sal inan         :       E ^ Mengambil 1

2.  ^Mendapalkan

Caia Memperoleh Informasi      :       E ^J Melihat/mem

Tujuan Penggunaan Informasi     ;

bila perlu)

Nomor Telepon/E-mail         :

Pekerjaan                        :

FORMULIR PERMOHONAN

iH^ ^^/)D   PPID KABUPATEN SIJUNJUN

ASIPI)BL1K(P

TENTANG
NOMOR
PERATLIRAN
LAMPIRAN 1

FORMUUR PERMOHONAN INFORH



nohoh informasi dapat

miss) hari kerja s^jak

iblik (misaE menolak permintagn

mohon informasi dapat mengajukan
s rja sejak permohonan infonnasi

tberikan langgapaii tertulis atas

(tiga puluh) hari ketja sejak

nasi yang

ak  bolelt

sifatnya

p isi akta

ifon

tid
unit

basi

pcndaftara

""'
masi yang
yang men

igungkap ra
en; mengur

i g berada di Badan 1

rbukan Informasi Publik

Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan badan

anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka p

keberatan kepada atasan PPiD dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) h
dilolak/ditcmukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib
keberatan yang diajukan Pemohon Informasi seiambat-lambatt

diterima/dicatatnya pengajuan dalam register keberatan.

Apabila pemohon Infonnasi tidak puas dengan kepulusan atasan

mengajukan kebcratan kepada Komisi Informasi dalam jangka 

diterimanya keputusan atasan PPID oleh informasi Publik.

'masi berbak untuk meminta selnrub informasi yai

(a) infortnasi yang apabila dibuka dan dibertkati kepada pemohon

pengakuan hukum; menganggu kepenlingan pcriindungan hak atas I

dari persaingan usaha tidak sehat; membabayakan pertaltanan dan ke;

Indonesia; memgikan ketahan ckonomi nasional; merugikan kepenti

memorandumatau surat-surat antar badan Pubiik alau infra Bi

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau peng

diungkapkan berdasarkan Undang- Undang. (b) Badan Publik juga d
belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi bo

informnsFppid. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
informasi alasannya. mungkin pertnintaan infonnasi anda kurang ien^

1JI. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pembcritahnan tertt

permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuiuh) hari

informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang w

x 7 ban kerja, dalam hai : Informasi yang diminta bclum di
diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang t

IV. Biaya yang dikenakan bagi perminiaan atas salinan informasi berdas

Publik adalah (diisi sesuai dengan surat kepulusan Pimpinan Badan I

Hak-Hak Pemohou Informasi

g Nomor 14 Tab on ZOOS tentang Kt

Di batik formuiir permohon

Berdasarlutn Und



iro Sijunjung,^ W 21
BUPATI SlTJUNJUNG

Nana^^ Tanda Tangan

Pemohon Informaji

[h irdcopy/soflcopy) *

WANDRI^AHRIZAL, SH
PembinaTk. I (IV/b)

NIP. 19710705 199803 1 OH

Nama ^ Tanda Tangan

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasatkan nunior registrasi permohonan In

**Pilih saiah satu dengan memberi  tanda (V)
•**     Corel yang tidak perlu

(tempat),--^dmgga l/bt

i )

i. Qn.

4.  ?-.

1,  F^ Mengimbtl langsung

1.  Q Meliha^^membaca/tnetidengadta

2.  ^Mendapadtan salinan Infonnasi 1

Petugas pelayanan Infbn

Caramedapetkansaliitan        ;

Cara Memperoieh informaji      :

fujuan Penggunaan Informait       ;

Rincian InfOmiaji Yang         ;
Dibutuhkan (tambuhkan kertas

Peketjaan                        ;

Nomor Telepon/E-raail           ;

(Nama Organisasi)
'Alamal Organisasi, Nn Teip. ~

FORMUUR PERMOHONA



YUSWIR AR1FIN

aroSijiinjung,^ (JpV 2018
BUPATI SUliNJUNG

(KTP), bagi pemohon atas nama

rtu  Tanda Penduduk pimpinan

^EDOMANPENOEI OLAAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNCAN PEMERINTAH

WANDR\FAHRIZAL, SH
PembinaTk. I (IV/b)

NIP. 19710705 199803 1 011

1.Mengtsi Formulir Permohonan informasi.
2.Identitas pemohon berupa Kartu Tanda Pendudu

lembaga/organisasi maka yang dibutuhkan '
lem baga/organisasi.

3.Bagi pemohon atas nama lembaga/organisasi m.

Organisasi/Surat Keputusan Pembentukan Orga

Demikian disampaiakan, atas perhatian dan kerja

MUARO SIJUNJUNG,
PEJABAT PENGELOLA

DOKUME
KABUPATEN SI

iasi Publik Pasal B a

< ebagai berikut:

Menindak lanjuti surat dariNomor..
sesuai  dengan Undang-Undang

Keterbukaan Infonnasi Publik Pasal 1 ayat (12) diman
War^a Negara dan/atau hadan hukum Indonesia yang
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Pet
Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
dimana pemohon wajib melengkapi dokumen-dokumen

SURAT PERMOHONAN KELENGKAPAN

SURAT PERMOHONAN KELENCKAPAN f

PPID KABUPATEN SUUNJUI
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YUSWIR ARIF1N

junjung,l^ [j^^WWr" 2018
BUPATI SIJUNJUNG

gditcriraa
an penghiiamannya

rir dan pos) sesoat dengan standar

1

SIJUNJUNG,
/PD

dENTASI
LA INFORMASI DAN

alam jangka waktu

:::::::::::::::::::::::::::

hon**** (tambahan kertas (

nlh lembar) = Rp
lis
utman)
u

ing an

tahun ...... dengan nomor

^H KABUPATEN SIJUNJUNG
MENTAS1 DI LINGKUNGAN
PENGELOLAAN INFORMASI
1018
IJUNJUNG   ;

NIP. 19710705 199803 1 Oil

Pemb:n\tTk. I (IV/b)
WANDRI&AHRIZAL, SH

KEP^^^A^JC^HUKU^l dan HAM
Salinaj>-3esuai dengan aslinya

Muaro I

••—diisi  dengan keterangan waktu yang jelas unruk raenyediakan inibrmau yt
••"jika ada pen^hitamun mformasi dalarasuatan dokumen, maka diber ikan ala

"•biaya penyalinan (foloeopy atao CD) dan/alan biaya pengir imati (khusus kt

••pilih saiah satu dengan memberi tanda (•,' )
'Diisi ^esuai  dengan nomor pendaftaran pada formuiir permohonan

NIP

KABUPATEb

DOKU
PEJABAT PENGELO

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan t

^^ Informasi yang belum diminta belum didokumentasikan

|~~l  Jnfotmasi yang diminta belum dikuasai
B. Informasi tidak dapat diberikan karena : **

bila perlu)
Penjelasan penghitaman/pengaburan inforniasi yanjj dim

har'
[j JumiahRp
D Lain! Rp
?   Rp
D   Rpx0
? Hardcopy/salinan tert
? Softcopy (termasuk rt
? Badan Publik lain, ya

? Kami

Waklu penyediaan

Biaya yang dibuluhkan***

Bentuk Fisik yang tersedia**

Penguasaan Informasi Publik *

Hal-hal Terkait Inlbnnasi                          Ketcr

^.

4-

1

2.

1.

No

A. Informasi dapal Diberikan

Pemberitahuan scbagai berikut:

No lop /Email

Alaniat

Nami

pendatttran *     kami menyampaikan kepada Snudara/i

Berdasurkan permohonan tnlormasi padu langga     bular ....

PEMBERITAHUAN TERTULIS

PEMERINT
DAN DOKL

TENTANG : PEDOMAN
NOMOR : t^t TAHUN
PERATURAN BUT 1 ATI S
LAMPIRAN VIII



No.Telp/Email

Ian Inlormasi yang dibutuhkan

SI.IUN.IUNG
•J2018
N PENGELOLAAN
.SI DAN DOKUMENTASI

IUNGAN PEMERINTAH
TEN SUUNJUNG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPA
NOMOR : ^ TAHL
TENTANG:PEDOM/

INFORM
DI LING
KABUP.



NIP. 19710705 199803 1 Oil

. . .Onnpal),[tanggal 1 , [ha I an], | ti

PENGELOLAAN INFORMASI
iMENTASI DI LINGKUNGAN
AH KABUPATEN SIJUNJUNG

FORMULIR KEBERATAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI
NOMOR : ^^ TAHUN
TENTANG : PEDOMAN

DAN DOKl
PEMERIN
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ayanan Informasi dan
Tahun 2020 secara ex

igaimana tercantum pada

Tahun 2014 tentang
ana telah diubah beberapa
tdang Nomor 9 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 23
an Daerah;
61  Tahun 2010 tentang
Nomor  14 Tahun 2010

feblik;
82 Tahun 2012 tentang

isaksi Elektronik;
eri Nomor 3 tahun 2017
Pelayanan Informasi dan

im Negeri dan Pemerintah

56 tahuh 2018 tentang
d    Dki di

tentangTahut

tangTahun  1956  1
torn   Kabupaten

isal 25 ay
2018 t
dan  (

Kabupaten Sijunjung periu
PHD di lingkungan

ijunjung;
in sebagaimana dimaksud
i Keputusan Bupati tentang

Tahun 2020;

t (2] Peratu
ntang pedo
ki

IJUNG
iPT-2020 •

MEMUTUSKAN :
: Menetapkan  Tim Pengelola

Dokumentasi Pemerintah Daerah
offiqion dengan susunan Tim
lampiran keputusan ini.

8. Peraturan Bupati Sijunjung No
Pedoman  Pengelolaan Inform isi  dan Doki
lingkungan Pemerintah Kabupa en Sijunji

Infoi
itah Nt

snggaraan Sistim dan Tn
an Menteri Dalam Ne)
; Pedoman Pengelolaan
entasi Kementerian Dal

6. Perat
tentang Keterbuka

Undang-Undi
Pembentukan    Daerah  0
Lingkungan Daerah Propinsi S'

2.Undang-Undang Nomor 11 Ta

dan Transaksi Elektronik;
3.Undang-Undang  Nomor   1*

Keterbukaan Informasi Publik;
4.Undang-Undang  Nomor   21

Pemerintahan Daerah sebagai:
kali terakhir dengan Undang-U
tentang Perubahan Kedi
Tahun 2014 tentang Pemerintal

5.Peraturan Pemerintah Nomt

Undang-Undang

BUPATI SIJUNJUNG

. bahwa untuk melaksanakan P
Bupati Sijunjung nora
pengelolaan layanan informs
lingkungan Pemerintah Daerah
menetapkan tim pertimbangar
Pemerintah Daerah Kabupaten ^

. bahwa berdasarkan perrimbani
dalam huruf a, perlu menetapka
Pembentukan Tim Pengelolt
Dokumentasi Pemerintah Daen

Nomor  1: 1

AN INFORMASI DAN
AH TAHUN 2020

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYA!
DOKUMENTASI PEMERINTAH DAE^

TENTANG

PROVINSI SUMATERA Bj
KEPUTUSAN BUPATI SIJU

NOMOR : 188.45/ 2Z^ /KPTS Bl



pejabat fungsional
serta   memelihara

^ kebutuhaik organisasi.

pkan  auatu  informasi
tblik; dan
ang dikecualikan kepada

ana dimaksud Diktum

ang dikecualikan sesuai
ndang-undangan;

atu   infonnasi

dan  unit/kerja
ijadi cakupan kerjanya;
' ^yanan informasi dengan

fungsional yang menjadi

masi  publik  kepada
peraturan  perundang-

elaksanakan tugas  dan

dokumentasi kepada PPID
ituhan;

igumpulan   informasi,
mendokumentasikan

telayanan informasi dari

asikan, menyediakan,
anan info|rmasi kepada

informasi publik dari
Lsi     dan  Dokumentasi
dan fungsi organisasi;

:as informasi publik yang

itakhiran informasi dan
ses oleh masyarakat; dan
aduan dan penyelesaian

memutusl^an tanggapan
ikan   oleh  pemohon

jenis iriformasi  yang
tya  ditetapkan  dengan

dan  Dokumentasi
tu sebagai berikut;

; Uraian tugas  Pengelolaan  Info
sebagaimana dimaksud Diktum ket
a.Tim Pertimbangan Layanan Infot

1.membahas  dan mengusulk
dikecualikan untuk selanji
Keputusan Bupati;

2.membahas, menyelesaikan d,

atas   keberatanyang   diaj
infonnasi ;dan

3.menyelesaikan hal-hal yang
b.PPID Utama;

1.merencanakan, melaksan

dan   mengendalikan
tnengklasiiikasi   informas
informasi dan memberikan
PPID pembantu;

2.menyimpan,   mendokume: .1
dan/atau memberikan pel;
publik;

3.melakukan verifikasi  baha
Pejabat   Pengelola  Inforn
pembantu sesuai tugas poke

4.melakukan uji konsekuensi
dikecualikan;

5.melakukan penyediaan pet
dokumentasi agar dapat di a

6.melaksanakan advokasi pet
sengketa informasi publik.

c.PPID Pembantu:
1.memberikan  layanan  in!

masyarakat  sesuai  dengar

undangan yang berlaku;
2.membantu PPID dalan

kewenangan nya;
3.menyampaikan informasi dan

secara berkala dan s
4.membuat, menguro^

dan dokumentasi untuk k
kerjanya;

5.menentukan  atau  menet
dapat/tidaknya diakses oleh

6.mengkonsultasikan informasi
PPID.

: Wewenang PPID Utama sebagai
kesatu sebagai berikut:
a.menolak memberikan informaai

dengan ketentuan peraturan pen
b. menentukan   atau   menetap

dapat/ tidaknya diakses oleh pub

komponen/satuan kerja yang
d.mengkoordinasikan pemberiar

PPID pembantu dan/atau pejabi
cakupan kerjanya; dan

e.menugaskan PPID pembantu da n,
untuk  membuat,  mengumpi

informasi dan dokumen



^kan di Musjro Sijunjung
"1    2020

I  pada tangga1 di tetapkan.

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth:
1.Ketua DPRD Kab. Sijunjung di Kandang Bam;
2.Inspektur Daerah Kab. Sijunjung di Muaro Sijunjung.
3.Kepala BAPPPEDA Kab. Sijunjung di Muaro Sijunjung.
4.Ladn-lain yang dfeasa perlu

stapkannya keputusa:
iidapatan dan Belanja
masing-masing Perani

; Sebagai biaya yang timbul akibat di
ini dibebankan kepada Anggaran Pe:
Daerah Tahun Anggaran 2020 pada
Daerah.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku



tan, Renelitian dan

dan Aset Daerah
:y egawaian dan Sumber

^nggulangan Bencana

isi Pamong Praja dan

jangsa dan Perlindungan

ttejnagakerjaap dai

Modal

dikan dan Kebudayaan
mikasi dan Informatika
mahan , Pemukiman dan

;rdayaan Maayarakatn

idudukan tjiah Sipil
bungan  i

isata dan Qlahraga

gangan , PBrindustrian,
:il Meneng^h

rjaan Umutii dan

Pembert^ayaan

erlindungari Anak
in i  Kearsipan

in dan Kesra

in dan Pembanguni

^abupaten Sijunjung

SUUNJUNB
/KPTS-BPT-2020

A  PENGEL^LA LAYANAN
IKUMENTASj PEMERINTAH

23.Kepala Dinas Pela
Satu Pintu

24.Kepala Dinas Pa
25.Kepala Badan Pi

Pengembangan
26.Kepala Badan Ket
27.Kepala Badan

Day a Manusi;
28,Kepala Badan Per

Daerah

29.Kepala Satuan Po

Pemadam Kebak
3O.Kepala Kesatuan

Masyarakat

Kelut
21.Kepala Di
22.Kepala Dinas Kel

C. Tim Pertimbangan4.Asisten Pemerim
5.Asisten Perekonon

6.Asisten Administrt
7.1nspektur Daerah
8-Kepala Dinas Pem
9.Kepala Dinas Kom

lO.Kepala Dinas Pen
Lingkungan Hiduj

11.Kepala Dinas
dan Nagari

12.KepalaDinaa
13.Kepala Dinas Peri
H.Kepala Dinas Pan
15.Kepala Dim
16.KepalaDin;

Koperasi Usaha k
17.Kepala Dinas Pete

Penataan Ruanj

IS.Kepala Dinas So
Perempuan dan I

19.Kepala Dinas Perf
20. Kepala Di

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPAT
NOMOR : 188.45/
TENTANG
PEMBENTUKAN TI
INFORMASI DAN
DAERAH TAHUN 20
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